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Abstrak |

Keadilan restoratif merupakan konsep yang populer di seluruh dunia, termasuk ‘_don f@ma ini konsep keadilan
restoratif dikenal sebagai penyelesaian di luar pengadilan, dan hanya diterapkan ter p dilan anak (juvenile) dan
tindak pidana ringan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah b
keadilan restoratif dalam hukum HAM internasional dan bagaimana
restoratif dalam sistem peradilan di Indonesia. Metode penelitian ya igunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, history, perbandingan, dan filosofis. Irsimp&l_gn yang diperoleh adalah bahwa hukum
HAM internasional telah memberikan prinsip standar minimum bahwa &Qgraﬁan keadilan restoratif tidak hanya untuk
kasus juvenile, tetapi juga untuk pelanggaran HAM berat, serta tinda | a biasa yang tidak terbatas tindak pidana ringan.
Perkembangan lain adalah dikenalnya hybrid keadilan restoratif. at L%%‘en bagi Indonesia untuk merekonseptualisasi
dan melegislasikan keadilan restoratif secara komprehensif difa sis! erundang-undangan Indonesia karena keadilan

pu ;‘ifa%

imana perkembangan dan pengaturan
ge@i&ek' eptualisasi dan legislasi keadilan

restoratif banyak memberikan manfaat; legislasi akan mengha atau mengurangi hambatan sistematis penerapan
keadilan restoratif; memberikan legalinducement, men!,-edlak anduan pelaksanaan, struktur dan pengawasan program
restoratif. serta menjamin perlindungan hak pelaku dan ke \yang berpartisipasi dalam restorative programs. Saran
penelitian ini adalah segera dilakukan rekonseptualisasi gan peng gislasian keadilan restoratif supaya tidak hanya menjadi
wacana tetapi dapat diterapkan dalam kasus konkret

@ak pidana

Kata kunci: keadilan restoratif, rekonseptuahsasn,giis;n

. Abstract

including Indonesia. Generally, restorative justice known as criminal
isdemeanor. Issues raised were how development and arrangement
ht and how the urgency legislation reconceptualization and restorative
justice legislation in the judicial sysfﬂg. indanesia. Research methods are juridical normative with statute, historical,
comparison and philosophy approa wmfﬂsﬁan is that International human right low has given minimum standard
principles, that the applicationofrest. Justice is not only for juvenile cases, but also for gross human rights violations,
as well as ordinary criminal es.are.not hrm ted misdemeanar. Another development is the known of hybnd restorative
justice. Urgently for recancep

Restorative justice has been popular in th_gs\
justice outside the court; applied for juvenile ang
of restorative justice in international humi

restorative justice provides many benefits; legislation would eliminate or reduce barriers to systematic implementation of
restorative justice; pm%%gggal inducement, providing practical guidance and oversight structures restorative programs,
and ensure the protection a}?ai_.;ghts of perpetrators and victims participating in restorative program. Suggestion of this
research is to be do e re ptualization and legislating that restorative justice is not just a discourse, but can be applied
in concrete cases.

Keywords: restcgﬁﬂ%;; ce, reconceptualization, legislation, crime
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A. Pendahuluan

Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
menurutUUNomor11Tahun2012tentangSistem
Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian
perkaratindak pidanadenganmelibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak
lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan
bukan pembalasan.! Konsep ini merupakan
perkembangan dari keadilan retributive yang
berkembang sebelumnya, vang hanya fokus
pada bagaimana menghukum pelaku untuk
menimbulkan efek jera. Memberikan hukuman
pada pelaku dianggap obat yang paling manjur
untuk menyembuhkan luka atau derita korban
maupun kelainan perilaku yang terdapat dalam
diri pelaku.?
bahkan hukuman mati dianggap memberikan

Hukuman pemenjaraan atau

keadilan kepada kedua belah pihak. Mengaﬁa“"g-"-
pelaku melakukan tindak pidana, Kerugian d,@n;_:-

trauma yang dirasakan korban tidak tersen‘tuh

Hal ini yang kemudian menimbulkan krmk Hau’;'-‘

tuntutan pembaharuan dalam 5|ste€a ﬁeraﬁtl;an
pidana sehingga muncullah konsep»resfamhve
Jjustice. "L\_}_ ?
Karakteristik  dari pemqﬂaﬁ resto.ranve
adalah justpeace prmc:p,lg.. atéﬂ &aﬁdllan yang
dilandasi perdamalan’@ntg’l:a“ -pelaku, korban
berlandaskan

dan masyarakat3 Prinsip® |n|

pemikiran hahwa“kgadllan dan perdamaian
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pada dasarnya tidak dapat dipi?&gk;ﬂan.
Perdamaian tanpa keadilan adalah paﬁndaﬁﬁ“
keadilan tanpa perdamaian adalah“iaent“ukat;-aru
penganiayaan atau tekanan.* Dl@ta]ﬁmggbaga:
Just Peace Principle atau /.u.g,sr #ﬁgge Ethics
karena pendekatan dalarﬁ“ Resi'oranve Justice
menerapkan prinsip dasa;: pemﬁilhan kerusakan
kepada mereka yang riggncfﬁ?ﬁa kerugian akibat
kejahatan; diberikannya Ag.g?empatan pada
pelaku untuk terllbardalam pemullhan keadaan
tersebut, dlberlkaémga ,paran pada pengadilan
dan masvarajeat nt‘ukwrnenjaga ketertiban
umum dan rﬁﬁlgstarrkan perdamaian yang adil.®
Tu;uan%@ng"maglrﬁ dicapai peradilan Restoratif
dapat gﬁa‘ﬁm melalui proses kooperatif yang
mellhaﬁgn sbrnua pihak (stakeholders).t
d Re?t"aggnue justice bukanlah teori baru bagi
maéym;akat internasional termasuk Indonesia.
Konsgp ini bahkan diyakini sudah menjadi
'“afammant theory dalam sistem peradilan
ﬁldana seluruh dunia. Para pakar hukum pidana
meyakini bahwa konsep restorative justice sudah
ada sejak manusia pertama kali membentuk
komunitas. Konsep ini dimanfaatkan sebagai
salah satu bentuk utama dari keadilan di
mayoritas sistem kebudayaan di dunia.’

Fakta menunjukkan bahwa pada umumnya
restorative justice dipahami dan diidentikkan
dengan penyelesaian di luar pengadilan yang
hanya dapat diterapkan pada kasus tertentu
seperti tindak pidana ringan dan peradilan anak
(juvenile). Fakta lain adalah bahwa meskipun

' Pasal 1 bulif 6 Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4 Kuat PU]E.?I‘B}'IHE

"Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam

Penegagan I'-‘i’ti*kym In Concreto)’, jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 Tahun (2012); 407.

 Ibid., him. 419.
' Ibidihim. . 4p8.
* Ibid, hime411.
& fﬁfd,,}blm 409,

2 Ety'ls&pher D. Lee, "They All Laughed at Christopher Columbus When He said The World was Round: The Not-
So%dlcal and Reasonable Need for a Restorative Justice Model Statute”, 30 St. Louis Ul Pub. L. Rev. 523, (2011):

529,

m Jurnal RechtsVinding, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013, him. 279-294
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populer hampir di semua negara termasuk
Indonesia, namun ternyata hanya sedikit negara
yang merumuskannya secara komprehensif
dalam sistem peradilan nasional mereka. Di
Amerika Serikat, sebagai contoh, tidak ada
satupun negara bagian yang memiliki undang-
undang yang khusus mengatur restorative
justice ® Legislasi yang mereka miliki hanyalah
peradilan anak (juvenile) yang menerapkan
restorative justice.

Khusus peradilan anak memang cukup
banyak negara vyang telah merumuskan
restorative justice secara khusus dan eksplisit
dalam legislasi nasional mereka. Indonesia
termasuk salah satu yang telah mengundangkan
restorative justice bagi peradilan anak melalui
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang .

yang baru ini cukup memberikan harapan bagi

sistem peradilan anak di Indonesia. Konsgp
restorative justice bagi peradilan anak rnen;a
sudah dikenal sejak lebih dari seabad@%gg
lalu.® “ ,,» x:.:‘
Sudah sangat banyak penelltfﬁncx halk
tingkat nasional® maupun mternesmnal vang
merekomendasikan penhngnm ‘penerapan
restorative justice daiam sqtém,‘f peradilan

‘-,n—-—.»-

&

b

Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013

anak. Dasar pemikiran rekomendasi ini "Sm;ara
lain adalah keyakinan bahwa anak- ang%mﬁl?
dapat direhabilitasi dan bahwa mg?r)ekaf:@agan
menjadi rentan (vulnerable) kea‘ka dmabg,;x dari
keluarganya untuk dlpenjaraj@an,‘a}u,ga bahwa
mereka secara fisik maupt%g @lkhls berbeda
dengan orang dewasgﬁk N’é‘i‘nun demikian,
belum begitu hanvaié; pgﬁéﬁpan yang fokus
pada restorative _,iUSﬁCE"““wdj luar peradilan
anak. Beberapa penelltlan yang sudah ada
sebelumnya ',farﬁF rl}EﬁElltl kemungkinan
penerapan re%w’mg F‘fgumce di luar peradilan
anak danetln‘élak pﬁ"ana ringan menyimpulkan
bahwa' {geﬁipun “tidak sepopuler restorative
justice .,B”égl-» ;uvem.‘e, tidak berarti bahwa
restorafrbrﬂ,ﬁénce tidak dapat diterapkan dalam
su‘,ﬁm ‘pg;adllan di luar juvenile.** Penelitian-
g\eneﬁuan ini selaras dengan perkembangan

3‘,- yangada dalam Hukum HAM internasional yang
perbaikan penerapan restorative justice dalafn,, v;iielah merekonseptualisasikan restorative justice

ne” )

“tldak hanya untuk juvenile dan tindak pidana

ringan dan tidak hanya penyelesaian di luar
pengadilan. Hukum HAM internaisonal telah
merekonseptualisasikannya melalui standar-
standar minimum penerapan restorative
justice di dalam beberapa instrument hukum
internasional meskipun bentuknya soft law.

% Sandra Pavelka, v.EFSI‘DI‘&IWETi]VBHﬂE}lISHCE Legislation and Policy: A National Assessment”, 4 Int'l | Res- torative

Just. 100, [2003] 10&;;01
" Safran, Brian ], " ug
nove 304, (2012
" Beberapa peneliti

ile‘Justice Policy From The Perspective of International Human Right? Cardozo L. Rev. de

séﬁelumnya yang dilakukan oleh para pakar hukum di Indonesia antara lain Angkasa dkk,

"Model Pera‘ﬂﬂﬁn_llestorath:e dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktek Mediasi Pelaku dan Korban

Dalam P

Perhﬁllan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto]’ 2 Dinamika Hukum 19,

(2009); Sri Wardani dkk, "Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan
Neger gkulu Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol V No 2 (2009); Riza Alifianto Kurniawan, "Asas Ultimatum

Re

uﬁf"ﬂalam Pemidanaan Anak Nakal; Reinald Pinangkaan, "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan

Sanksi akam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indoensia”, Lex Crimen Vol 11/No.1/Jan-Mrt/2013; juga
(=% Paﬁ]ﬁgﬂﬁdlsup]‘dptﬂ, "Peradilan Restoratif; Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang”, (Pidato Pengukuhan
ru Besar Kriminologi, Fakultas Hulkkum Universitas Diponegoro, tahun 2006).

"' Brian |. Safran, Loc.Cit,
Christopher D. Lee, 2011, Op.Cit, hlm. 537.
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Adapun terkait kondisi di Indonesia,
selain untuk peradilan anak, Indonesia belum
mengatur restorative justice dalam rumusan
khusus dan komprehensif sebagai alternatif
sistem pemidanaan.* Tidak terlalu mengejutkan
oleh karenanya apabila sampai saat ini hampir
seluruh tindak pidana yang ditangani sistem
peradilan pidana di Indonesia selalu berakhir
di penjara.’* Mayoritas penegak hukum di
Indonesia masih berparadigma retributive
justice yang menekankan pada punishment
berupa pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana.
Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam
menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana,
khususnya tindak pidana di mana kerusakan
yang ditimbulkan kepada korban dan masyara-
kat masih bisa diperbaiki sehingga kondisi yang
telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan
semula.®

akan mengkaji bagaimana perkembangan d@n
pengaturan restorative justice dalam hu§um‘ ,
HAMmternasronaldanurgenmrekonseptu&lingm s
dan legislasi restorative justice di Indonﬁé&al

B. Permasalahan

1.

internasional?

Bagaimana urgensi re septualisasi dan
legislasi restar&hge Jusnce dalam sistem
peradilan di Inﬁtmﬁﬁ?

I"," F "rg
4 ,i -

. Metode pﬁlgilﬂan

Penehttan"\im _merupakan penelitian yuridis
normanf &eggan pendekatan perbandingan,

. ¥
'ﬂx‘
. D M

.
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perundang-undangan, historis dan ﬁ?%pﬁs
Jenis data yang digunakan adalah damundm
yang terdiri dari bahan hukum primer, se‘lmpder
dan tersier. Bahan hukum pr;gner mﬁa&a lain
beberapa instrumen hukum I;l@M%,ternaswnai
terkait administrative ;u@gge z»serta undang-
undang di beberapa negara té?mqsuk Indonesia
yangada relevanmnyaﬂgnga‘ﬁ"n%stamhve Jjustice.
Bahan hukum sekunder Eé@uﬁa hasil penelitian,
tulisan dan pendap*at para pakar hukum baik
nasional mapun ﬁntﬁrn&slonal terkait pokok
masalah. Adanun;,pa:hgn tiérswr berupa kamus
dan enswopﬁm Baﬁ?an bahan hukum tersebut
dlperotgj'l ‘aeggah library research. Analisis
yang dgfaﬁl‘lgan adalah analisis kualitatif. Hasil
penellt%anndﬁajlkan secara deskriptif analitis.

N iJ Perkembangan Pengaturan Restor-
Berdasarkan paparan di atas penelitian iniw. '_'-'-__\‘

ative Justice dalam Hukum HAM inter-
nasional

Membahas restorative justice tidak bisa
lepas dari konteks hukum HAM karena tujuan
restorative  justice sendiri adalah untuk
melindungi mereka yang rentan (vuinarable)
seperti anak-anak vyang bermasalah atau
berkonflik dengan hukum (juvenile); korban
suatu tindak pidana; pelaku yang mendapat
stigma buruk di masyarakat yang kemudian
justru menjadi korban (victimisasi pelaku);
serta komunitas sekelilingnya yang berhak
untuk mendapatkan keamanan dan ketertiban
sosial yang terganggu oleh tindak pidana yang
dilakukan.

Di tingkat internasional konsep restorative
Justice memang paling populer diterapkan untuk

—
13

at Puji Prayitno, Op.Cit.,, him. 419.
Ibidy him. 408,
5 Ibid.

14

m Jurnal RechtsVinding, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013, him. 279-294
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sistem peradilan anak. Hal ini dapat dibuktikan
dengan  berhasil diadopsinya  beberapa
instrument hukum HAM internasional vyang
mengakui bahwa perlindungan bagi juvenile
merupakan hak yang fundamental bagi harkat
dan martabat anak dan memberikan kewajiban
bagi negara untuk melindungi mereka.'®
Instrumen hukum HAM Internasional yang
terkait juvenile yang dimaksud antara lain adalah
United Nations Standard Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice (“The Beijing
Rules”) 1985, Convention on the Rights of the
Child, United Nations Rules for the Protection of
Juveniles Deprived of their Liberty 1990, United
Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile
Delinguency {The Rivadh Guidelines) 1990, juga
Guidelines for Action on Children in the Criminal
Justice Sistem.

Meskipun restorative justice sangat populer

untuk juvenile, namun perkembangan yangu.,,

terjadi dalam hukum HAM mternasmqal

& b -
2
L
Y
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berhadapan dengan negara sebagai Sp‘ﬂﬂ;ﬁf
pelanggaran HAM yang berat.®

Beberapa instrumen yang m&;;ga&rr hal
ini antara lain adalah Decfagaaop “Dj‘ Basic
Principles of Justice for Victims Ef“grrme and
Abuse of Power1985 dan ;I;he Basic "Prmc:pfes
and Guidelines on the R@{lt fﬁgg Remedy and
Reparation for V:cnmg\,aﬁﬁf*@;s Violations of
International Human Rrght;ra_iaw and Serious
Violations of fntemﬁﬁonaf Humanitarian Law
yang baru dlsetuﬁgg Majelds Umum PBB pada
tahun 2005. ngringp.'es ini menegaskan
bahwa kwbaﬁ@ -

ﬂi,py-’r} ‘as. a.npmpnare and proportional
to ti ag{aﬁ?ty of the violation and the
c:rcbmsmq&s of each case, be provided
with ﬁ'ﬂh&fnd effective reparation . . . which
‘Tm: bﬂe{s} the following forms: .resmunon

f:fpeﬂs::mr.m rehabilitation, satisfaction
‘guarantees of non-repetition.
b Y Selanjutnva adalah the International

~Convention for the Protection of All Persons

menunjukkan bahwa restorative justice ttdiﬁ" ~¢. from Enforced Disappearance yang memberikan

hanya domain peradilan anak. Beb?é*aga
penelitian sebelumnya, dlantaranyayaﬁ’é“&tmlls
oleh Juliet S., Sorensen, berjudul ”Rﬁt\gmme
Justice for Victims of War Crime” juga Th-::-mas M.
Antkowiak yang berjudul An EmecsgmgtMandare
for International Courtg_ QHFFcnm -Centered
Remedies and Restoragﬁe Jﬁiq ' I‘rnjenunjukkan
bahwa konsep restomﬁ%;usnce juga dapat
diterapkandalam k’agus Kkasus pelanggaran HAM
yang berat termaguk“ﬂlrldalamnva kejahatan
perang.'’ Mesklpim H’Emlklan, dalam kasus ini
restorative jusﬂpe Iehlh fokus pada pemulihan
bagi korban& dlkafenakan memang korban

korhancampensanon restitution, rehabilitation,
satisfaction and guarantees of non-repetition;
The Convention on the Rights of Persons with
Disabilities yang mewajibkan negara melakukan
..all oppropriate measures to promote the
physical, cognitive and psychological recovery,
rehabilitation and social reintegration of persons
with disabilities ketika terjadi exploitation,
violence or abuse. Instrumen berikutnya adalah
Draft Articles on the Responsibility of States
for Internationally Wrongful Acts 2001, yang
menegaskan hak korban atas "full reparation
for the injury caused by the internationally

1o Sat'ran %ﬂan J. "Juvenile Justice Policy From The Perspective of International Human Right Cardozo L. Rev. de

;'-.;\. nai“hﬁﬂ’g (2012): 306.

17 ﬁ' iet S. Sorensen, "Restorative Justice for Victims of War Crime”, 100 . Crim. L. & Criminology 1689, (2010): 1689-
1698.

' Jbid., him. 1696.
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wrongful act shall take the form of restitution,
compensation and satisfaction, either singly
or in combination. Tidak mau kalah, the
International Covenant on Civil and Political
Rights yang memberikan hak pada korban
atas compensation; public investigation and
prosecution; legal reform; restitution of liberty,
employment or property; and medical care.
Statuta Roma 1998 tentang Peradilan Pidana
Internasional adalah contoh yang paling bagus
dimana [International Criminal Court (ICC)
dirancang sebagai forum yang paling tepat untuk
penerapan restorative justice, memberikan
remediasi pada jutaan korban kejahatan
yvang ada di bawah yurisdiksinya. ICC tidak
hanya mengupayakan pertanggungjawahan
juga efek jera pada pelaku, tetapi juga social
welfare and restorative justice. ICC mewajibkan
negara menyediakan dana bagi korban untuk

%

melindungi the safety, physical and psych o.iogmat;,_ﬂ

well-being, dignity and privacy of victims.* Hak
korban tidak hanya ganti rugi bentuk uang at%u’
rehabilitasi saja tapi juga tuntutan permﬁ‘iﬁan
maaf, Permintaan maafdirasa Ieblh,g:ueﬁﬁﬁhkan
harkat martabat korban sebagai manusia ,;” =
Selainrestorative justice dalam @sus _,I,I.I'VE’Hh'E
serta pelanggaran HAM yang baﬁat\mwwarakat
internasional  juga berhaﬁll engadopSI
instrumen hukum yyfg *Ene endasikan
diterapkannya prograrn»,ﬁf{estomnve justice
terhadap tindak m&pna blaﬁ yang dilakukan
oleh individu dewasa Ra_@taranve;usnce dalam
kasus ini tidak Iﬁn,ws}igkus pada korban saja
tetapi juga p ‘ﬁhﬂ.larga kedua belah pihak

dan masya tata& komunitas di sekitarnya. Di
:’i' "’-3\\'_
«*-;-VL

’A\_

@"_-__ -

_\}'l
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sini pelaku didorong untuk benanggungﬁ\’ﬁh@vab
dengan mengakui kesalahannya, nf&"j?atam
penyesalan dan permohonan %a;fﬁhpada
korban serta menunjukkan emggﬁé@!nmg cara
menolongmemperbalklkeru an.Stigma
pada pelaku dapat hlla@ Ialun tindakan
yang tepat. Kesuksesan. pr restorative
justice dalam kasus miék\ dﬁgt bergantung
pada keterlibatan Iangsdﬁg arang-orang yang
terpengaruh oleh kg;adlan n

Instrumen huld.l HAQA internasional yang
mengatur secaréﬂsj,ﬁtéﬂ,daﬂ merekomendasikan
penerapan réwmﬁﬁre justice terhadap tindak
pldanafqzblaéhv@yaﬁg dilakukan orang dewasa
adalah yﬁ*ﬁeg Nations Standard Minimum Rules
for No%tﬁmal Measures (The Tokyo Rules).
Tl.uﬁa%ma instrumen ini adalah:*
4 wi*a.zt;,r.lrs.:u'r.u:rtt&* the use of non- custodial
weasures, as well as minimum safeguards
far persons subject to alternatives to
.lmpnsanment
to promote greater community involvement
in the management of criminal justice,
specifically in the treatment of offenders, as
well as to promote among offenders a sense
of responsibility towards society.
to ensure a proper balance between the
rights of individual offenders, the rights of
victims, and the concern of society for public
safety and crime prevention.
to provide other options, thus reducing the
use of imprisonment, and to rationalize
criminal  justice policies, taking into
account the observance of human rights,

19

'Eg'mmaso‘gg! Antkowiak, "An Emerging Mandate for International Courts: Victim-Centered Remedies and

Rﬁﬁ@;ﬂ,ﬁv&]ustwe 47 Stan. [. Int'l L. 279, (2011): 286-288.

n "‘<

. him. 284.
Angkasa dkk, Op.Cit, him. 209,
Lihat Tokyo Rules Angka | point 1.

21
22
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the requirements of social justice and the

rehabilitation needs of the offender.

Berdasarkantujuanutamayangingin dicapai,
dapat disimpulkan bahwa Tokyo Rules berupaya
memberikan standar minimum penerapan
restorative justice sebagai alternatif untuk
mengurangi tindakan pemenjaraan. Restorative
justice dapat diterapkan pada semua orang yang
berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana
dan dalam semua proses tahapan administrasi
criminal justice.* Penerapan restorative justice
berdasarkan prinsip non diskriminasi baik
berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, usia,
bahasa, politik atau opini politik, kekayaan, asal-
usul nasionalitas, status kelahiran atau status
yang lain.*

Tokyo Rules membagi penerapan restorative
justice dalam beberapa tahapan yaitu Pre-trial
stage; Trial and sentencing stage dan Post-

kan panduan penerapan restorative jusﬁge'
yang mencakup pengawasan, Durasi, konﬂ‘ﬁ“
proses perlakuan, disiplin dan pelanggétq‘n
kesepakatan. Tak kalah pentmgﬁ!ya" T%yo
Rules juga menekankan pentingnya_ re‘i#rgltmen
staf untuk menglmplementaﬂkagt resgoraiwe
justice. X

Dari keseluruhan petunju@ﬁnﬁ diberikan
oleh Tokyo Rules namg@?b&hya ‘ada beberapa
komponen kunci yang hai"ﬂﬁdlperhatlkan dalam
penglegislasian re'%?tg{uﬁve mshce Komponen
kunciyang peﬁamame%‘ﬁurut Tokyo Rules adalah
seleksi, pelaﬂhaﬁ, ;Elan sertifikasi fasilitator.
Peran Famhtat,mgdahh untuk memfasilitasiagar
program ri an Justice bisa dilaksanakan

secara faﬁdan tidak memihak. Fasilitator harus
“ﬂ‘r.h

[N

N
N\

N revictimisasi
sentencing stage. Instrumen ini juga memberi=e.

:;
ﬁ
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memiliki kemampuan untuk mengkoﬁﬁﬂls;ig_an
sikap saling menghormati antara ﬂﬁ]ﬁﬁﬂﬁa&ﬁ
korban, mencegah revictimisasi ‘*Iiarl::a ejuga
membantumemformulamkana@u rgﬂn?grbalkl
kesepakatan antara pelakumdan* ;ban atau
beserta keluarga masing- mgﬁil samping itu,
fasilitator haruslah memllgk! eﬁhpatl kemampu-
an organisasi, komumﬁgﬁl ﬁ@?ﬁal secara efektif,
dan management konﬂlk”%_ﬂeﬂatlhan minimum
yang diperlukan bag}, fasilitator adalah sebagai
berikut:* J

a. pengenalam k&n&ie'p dan tujuan program
restomnu@i%;st??e dan perbandingannya
deﬁggn tmmndna! criminal process
pengénaiap tentang tata cara atau prosedur
pele?hsangan program

6, ”keaﬁhan komunikasi

d ﬁemahaman mengenai

!
h=

pengalaman

. Masih terkait komponen pertama, hal yang
“tak kalah penting diatur dalam pelegislasian
restorative justice adalah proses rekruitmen
fasilitator/staf pelaksana program restorative
justice untuk memperoleh fasilitator yang
profesional atau siap latih. Warga lokal sangat
direkomendasikan untuk menjadi fasilitator
karena dipandang lebih memahami budaya
lokal dan karakter masyarakat setempat, dimana
tindak pidana terjadi.”’

Kompaonen kunci kedua menurut Tokyo Rules
adalah Screening process pelaku dan korban
untuk menentukan apakah mereka memenuhi
syarat (eligible) untuk berpartisipasi dalam
program restorative justice. Tidak semua korban
atau pelaku siap menjalani program restorative
justice. Untuk itulah proses screening secara

# Lihat Tokyo Rules Angka I, point 2.1.

?ﬂ: L1 Rules Bagian |, point 2.2,
ﬁhrlstoph&r[l Lee, Op.Cit., hlm. 540.

“ !bff{éhlm 539.

2 Ibid.
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R EHTSVINDING

Media Pembinaan Hukum Nasional

hati-hati dengan pendekatan kasuistis sangatlah
diperlukan untuk suksesnya program tersebut.
Dalam proses screening sangat penting untuk
mengetahui latar belakang kehidupan pelaku
dan korban, sikap pelaku, sikap korban, dan
lain-lain.*® The Australian Restorative Justice Act
sangatberhati-hatimenetapkankesiapan mental
korban dan pelaku. Eligible victims menurut
undang-undang Australia ini harus memenuhi
standar usia tertentu dan memiliki kesiapan
dan kecakapan mental (the mental cognizance)
untuk memutuskan terlibat dalam program
restorative justice. lika korban masih terlalu
muda anggota keluarganya dapat menggantikan
sepanjang anggota keluarga tersebut cukup
usia dan memiliki mental cognizance vyang
cukup. Pelaku akan dianggap memenuhi syarat
apabila ia mengakui kesalahannya dan bersedia
menerima tanggung jawab, usianya minimal 10
tahun, serta memiliki mental cognizance yang...
cukup untuk terlibat dalam program restorange
justice.® » L%
Screening bagi  korban dllakukan %{eh
fasilitator. Korban harus tetap, qibéﬂkan
kesempatan  untuk menglkuu . ﬁmgram
restorative justice dengan atau tar[pa kehadlran
pelaku. Namun demikian tadalg,sﬁmuaf:ﬁ'ogram
restorative Justice sesuai bagl%orﬁap sehingga
kemampuan famhtatqﬂ’ ugt I‘j\__jmenemukan
program yang tepat sin‘ﬁg\t ah diperlukan.®
Screening bagi petagy, pada flmumnva dalam
sebagian besar kasus,’“jaksa adalah pihak yang

paling berperan, l:ialél”ﬂ;lp melakukan screening
. (-_’.:-.-_;'

i
IS

» W

=
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terhadap pelaku. Hal ini mengijinkaﬁﬁ“jgksa
menghentikan kasus apabila peli[léyE mﬁ&h
melaksanakan semua kewajiban vang ﬁePakai
dalam program restorative _:ustxf Y o S

Komponen kunci ketiga_ \,ﬁ&g pentmg
untuk pelegislasian restongnvewust.'\ce adalah
tentang kapan program, F@ﬂamﬁve justice
dapat dilakukan. Padiuﬁﬂﬁnya ada empat
waktu yang tepat untuk %{desanaan program
yaitu pada tahapanidi kepohman {pre-charge);
tahapan penuntuﬁén {gﬂs,t-charge but usually
before trial); tah’aﬁarl*ﬁ;ergldangan di pengadilan
(pre-trial,or *?amenc’ ng stages); dan tahapan
correcﬁans""k-

Korgﬁ“gﬁgg kuncn keempat adalah tipe atau
berltﬁlf%@gﬁam Meskipun ada banyak program
yang direkomendasikan tetapi yang paling

® Eb;?w'ﬁ‘r“&k digunakan antara lain adalah victim-

.\\ oﬁ%ﬂa‘er mediation (VOM); community and

'.'

fam:fy group conferencing; Circle Sentencing;
Victim Impact Panels and Surrogate Groups;

f,. Online Dispute Resolution; serta The Victim

Offender Reconciliation Program (VORP).*?
Komponen kunci kelima adalah ruang
lingkup penerapan restorative justice kasus-
kasus khusus dan sensitif yang direkomedasikan
untuk diterapkan restorative justice. Meskipun
Tokyo Rules tidak membatasi jenis tindak pidana
yvang dapat diterapkan restorative justice namun
praktek banyak negara hanya menerapkannya
dalam kasus-kasus yang ringan. Sejauh ini
banyak negara hanya menerapkan restorative
justice untuk tindak pidana yang dianggap ringan

mlnm
ris r D. Lee, Op.Cit, hlm. 542,
M@hlm 543.

& b

3'*%51 hlm. 542.
= Ibidy him. 543.
S

)

him. 544-554,

m Jurnal RechtsVinding, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013, him. 279-294

Ugand’ék%r;jm-ﬁnlty Service Regulation 2001, http://www.restorativejustice org/10fulltext/
ernalaffairs/at_download/file. (diakses 7 April 2012).
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seperti pengrusakan (vandalism), penyerangan
ringan (minor assault) serta pencurian (theft).**
Setelah Tokyo Rules 1990 yang merupakan
instrumen utama restorative justice, PBB
beberapa kali menyelenggarakan konferensi
internasional untuk semakin memasyarakatkan
dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang
adadalam Tokyorufes.LaporanKongresPBBke-11
diThailandtentang Crime PreventionandCriminal
Justice 2005, merumuskan perlunya perjanjian
internasional yang mengatur kebutuhan inovasi
administration justice termasuk penggunaan
restorative justice, terutama untuk pelaku
pemula, pelaku anak-anak, dan penyahgunaan
narkotika. Selanjutnya Kongres PBB ke-12 di
Brasil 2010, juga merekomendasikan negara
anggota untuk mengevaluasi dan mengadakan
pembaharuan kebijakan peradilan pidananya
dengan pengembangan strategi komprehensif,
mengurangi penggunaan sanksi penjara, dame.
meningkatkan penggunaan alternatif lain selam

penjara termasuk program restorative ,fusncew "'

Demikianlah hukum HAM mternasmnal*’felgh
membenpanduanuntukcnmmm‘iwﬂcé?éhtang'
strategi pendekatan inovasi, komprehéqs:f dan
integral dengan meningkatkan "j:ienggunaan
program restorative justice.® g,

Perkembangan selamutnvﬁ ﬂl masvarakat
internasional, mesklpun 'b rl_ya “rekomendasi
terhadap penerapan reﬂdggnve justice yang
berlandaskan jusrpegce principle sebagaimana
telah dipaparkan sgbeﬁirgnva namun ternyata
kritik terhadap @nn;@ﬁﬁlm juga mulai muncul
yang kemudian, m‘éﬂawarkan konsep hybrid
resmranve ~1‘y;hce* sebagai alternatif baru.

""'_" .Konsap hybrid
<; ha‘k@katnva menggabungkan antara traditional
.:r_’wr:m:na! justice yang fokus pada pemenjaraan

Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013

Konsep ini berupaya mengatasi kelé‘tﬁ’ia_l;l‘an
yang ada pada konsep restorative Jﬂﬁffﬁ‘?@in’?
lama (classical restorative justice) &nem resiko
kesewenang-wenangan dalam ,prcsfs n;pdxan
karena adanya posisi tawar y‘a:gﬁcfé&seambang
antara pelaku dan korbél;, r§5|k0 tuduhan
yang lebih buruk padq ggeléﬁﬁa C(exacerbanng
prejudice), serta rem&g S&Eﬁ“‘xhal‘l yang lebih
buruk (aggravated) dengan«gd%nva keterlibatan
banyak pihak.* Penelman yang mengklaim
hybrid restoranvea set:agal cara yang terbaik
menyatakan bﬁhwa Qgﬂ;elesalan sengketa
alternattf»vat“r’ﬁ dltawarkan classical restorative
justice™ \a'nef“lyj ‘ediasi para stakeholders
potensnﬁf W{gnempatkan pihak korban yang
rnlskln d&nbn,dak memiliki kekuasaan pada posisi
varg REmah sehingga cenderung dirugikan.*
restorative  justice (HRJ)

_pelaku dengan konsep classical restorative
. justice (CRJ) yang menghindari pemenjaraan dan
fokus pada perdamaian antara pelaku, korban,
dan komunitas di sekelilingnya. Konsep HRIJ
masih mempertahankan pemenjaraan seperti
pada konsep konvensional tetapi pemenjaraan
pada tempat yang khusus dan fokus pada
edukasi dan rehabilitasi pelaku. Pada classical
restorative justicere, rehabilitasi diperlukan bagi
korban saja. Pelaku tidak perlu dipenjara apabila
ia kooperatif, mau mengakui kesalahannya,
minta maaf, berkomitmen tidak mengulangi
perbuatannya lagi dan mau berempati serta
bertanggungjawab pada kerugian korban.
Dengan demikian konsep HRJ pada tahap awal

# Kate E. ‘le:h "Reconceptualizing Restorative Justice”, 7 Hastings Race & Poverty L.]. 201, (2010): 207.
B Kﬁmﬁfprﬂyltnﬂ, Op.Cit., hlm. 413.
£ %q

3 Ka%ﬁ Bloch, Op.cit, him. 209.

i Ibrd him. 201.
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menuntut personal accountability. Pelaku dapat
menolong dirinya sendiri dengan menunjukkan
empati dan rasa tanggung jawabnya pada
korban. Berikutnya korban dan keluarganya
dapat menghitung kerugian vyang diderita.
Hal yang membedakan dengan konsep CRJ
adalah bahwa korban dapat diwakili oleh
korban pengganti (surrogate victim) apabila
karena trauma yang dialaminya korban tidak
mampu hadir duduk bersama dengan pelaku
dan mengungkapkan semua penderitaan serta
keinginan atau harapannya. Meskipun masih
memerlukan berbagai penyempurnaan namun
HRJdianggap lebihmaju karena dapat diterapkan
untuk berbagai jenis tindak pidana, tidak sebatas
pada tindak pidana ringan saja. Konsep ini juga
dipandang memberikan keseimbangan karena
pelaku tidak bebas begitu saja tetapi tetap
mengalami pemenjaraan meskipun dengan
konsep edukasi dan rehabilitasi pada kelainans,
perilaku yang diidap oleh pelaku.® P 4

| &

2. Urgensi Rekonseptualisasidan Lq?gﬁ]a-::

si Restorative Justice di indoneaa e d

..-_x

Dari apa yang sudah dipaparkan ;Equnya
nampak bahwa sejatinya menurul:i:uku;n HAM
internasional, restomnve;usnce,d'a:g;t‘ﬂﬂ‘larapkan
baik dalam peradilan anak ﬁie\lfangg‘aran HAM
yang beratyang dlSpGnQp’rlngg@ra_"’Emdak pidana
ringan maupun tindak plaﬁga yang Serius yang
dilakukan oleh ur‘ﬁ’ng dewasa. Oleh karenanya
rekonseptualisasi _resmmﬂve justice untuk
meluaskan pemaha;ﬁahvang sempit selama ini
dimana restorgﬂge,-ﬂsﬁcedlpahaml hanya dapat
dlterapkan 4pag_ia .i:eradllan anak dan tindak
pidana rln’gan pé?’lu dilakukan. Demikian halnya
dengant;[;emabaman bahwa restorative justice

\'\a.

identik dengan penyelesaian di luar pen“é}"é'iﬂilan
Dengan konsep hybrid restorative ™ fumm,
penyelesaian tidak hanya dllakﬁkﬂn ‘di Iuar
pengadilan. Konsep ini menggapunskdn @ntara
konsep criminal justice klas&@ngﬁlenekankan
pada pemenjaraan dengaﬁ reﬁoraﬁve justice
klasik yang menekanka::. ;;:adﬁE ;;,gn',reiesalan di
luar pengadilan. & =

Meskipun sebaglan besar]aentuk instrumen
hukum  yang secara eksplmt mengatur
restorative _rusnc&*fjtu adqlah soft law, namun

sebagalanggotamasfé’ g_l&ﬂ: bangsa-bangsayang
baik, yang m%mynjuhg tinggi HAM maka sudah
saatnMna‘Bhesna*‘t:dak sekedar mewacanakan
resroraﬂﬁ? msm:e tersebut tetapi benar-benar
meleglsf@s:k,a‘h dan menerapkannya dalam
kasus-‘f&sus yang konkret. Hal ini memang
® ;buﬁé’n pekerjaan yang mudah mengingat konsep
sebeiu mnya yaitu retributive justice merupakan
"‘tbeory yang sangat populer sejak lebih dari
~ seabad yang lalu, diakui keunggulannya,
T} diterima dan dipraktekkan di banyak negara
sampai saat ini.

Kuat Puji Prayitno mengemukakan bahwa
meskipun rumusan restorative justice itu
belum ada dalam perundang-undangan
Indonesia namun tidak berarti tidak ada dasar
hukumnya.*® Dasar hukum vyang dirujuk oleh
Kuat Puji Prayitno adalah Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian R.l,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK,
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan

’-a..“.

k "\

*  Ibidy him. 213.
® Kuat Puji Prayitno, Op.Cit., him. 419.
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Bantuan Kepada Saksi dan Korban® dan juga
sila ke-4 pancasila yaitu prinsip musyawarah
mufakat untuk menyelesaikan masalah.*?
Namun demikian, semua dasar hukum itu
sangat umum, tidak ada yang secara langsung,
eksplisit dan komprehensif mengatur tentang
restorative justice, sehingga belum memberi
kejelasan tentang banyak hal terkait restorative
justice. Semisal dalam kasus apa saja restorative
justice bisa diterapkan; siapa yang berwenang
menerapkannya, bagaimana mekanismenya;
bagaimana strukturnya; program apa saja
yvang dapat dilakukan; apa hak-hak serta
kewajiban korban, pelaku dan masyarakat
terdampak; bagamana pembiayaannya;
bagaimana pengawasannya; dan lain-lain. Tidak
tersedianya aturan yang memadai menjadikan
kegamangan bagi aparat penegak hukum untuk
menerapkannya. Tidak heran oleh karenanya

justice hanya dipandang sebagai diskresi vang

boleh dilakukan atau tidak oleh pejabat var'igﬁ "'

berwenang, dan akhirnya hampir s%?m,@
tindak pidana di Indonesia berahhlr,?&?:?érggan
pemenjaraan termasuk kasus pencumaﬁ:ﬁengan
nilai ekonomi yang sangat rendah. ’3 )
Sebagai perbandingan, Hugg‘aha‘ sejak
awal tahun 2007 sudah mele&sl’as!,kan materi
peradilan restorative ,.'usﬁceh 1;%-&5 pendekatan
dengan eksplisit dan komﬁrghensﬁ dan sudah
berlaku efektif. *Rgsromn'.re justice dengan
mediasi tersedia untuk%pelaku baik dewasa
dan remaja jika I@jaﬁﬁ;annva adalah kejahatan

terhadap orargggw;,lpeiaﬁggaran lalu lintas atau

i,
i

e N
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kejahatan terhadap properti yang ancama[mya
tidak lebih dari lima tahun penjaﬁ _—‘S'lj'amb‘
lainnya adalah ada permintaan da%&ra mhak
tindak pidana itu ada korbannya; Be‘laku telah
mengaku bersalah; pelaku gjlk&an“-bg\aku yang
biasa melakukan ke;ahataﬁ yaﬁg sama untuk
kedua kalinya atau res;dag i
pidana yang tertund-ﬁ;dtq:hé‘d;p pelaku pada
saat kejahatan tersebut ﬂ:iglmkan dan bukan
tindak pidana 1,,rang,:‘mer'tn‘nl::ulk:;ir't kematian.*
Di Indonesia I&nﬁeg—atau teori restorative
justice mesklp;,insgpopﬂ.ﬂgg” tetapi belum efektif
dllaksanakan‘lﬁrena\'nasm banyak menghadapi
kendalawad&qaﬁ sisi teoritis maupun teknis
vurldls,c;@"Ié\"T'mkarenamra penglegislasian konsep
ini dalamtﬁﬁtem peradilan Indonesia sangat
urg%nt untuk dilakukan. Ada beberapa argumen

""'_" Mntdﬂmmendomng penglegislasian restorative
‘ru }usfree
apabila selama ini di Indonesia, restorativew,,

dalam sistem peradilan Indonesia.
‘Argumen -argumen yang dimaksud adalah
'sebagal berikut:

a. Restorative Justice Memberikan Banyak
Manfaat
Ada beberapa manfaat diterapkannya

retributive justice dalam sistem peradilan
suatu negara. Manfaat pertama adalah bagi
korban dan pelaku. Konsep retributive justice
berpandangan bahwa pelaku tindak pidana
(offender) harus membayar kesalahannya
melalui pemenjaraan. Adapun korban sering
hanya "dimanfaatkan” sebagai saksi. Setelah
proses persidangan selesai korban akan
ditinggalkan sendiri dengan segala penderitaan

H Alkan

%pl pmses restitusi atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2006 maupun

PP Naa 44 Tahun 2008 menurut Kuat Puji Prayitno masih dalam konteks pengadilan retributive bukan dalam

fllosnfi"rﬁtoratfve Justice, ibid., him. 416.
?\4 fbr&mm 419,
pirinig
" Kuat Puji Prayitno, Op.Cit, him. 417.

t kasus pemenjaraan terhadap pelaku pencurian sepasang sandal jepit, kasus pencurian beberapa buah
makan, pencurian dua tandan pisang, dan beberapa buah cokelat yang terjatuh dari pohonnya.

Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia (Sefriani)
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dan kerugiannya. Sebaliknya restorative justice
akan lebih memperhatikan nasib korban. Hasil
penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
80% karban merasakan proses yang lebih fair
dalam restorative justice. Mereka lebih merasa
less upsel about the crime, less apprehensive
and less afraid of revictimization,* Penelitian
yang lain menunjukkan lebih dari 90% korban
yang menerima restorative justice akan
merekomendasikan proses ini terhadap yang
lain.'® Adanya proses pemaafan yang membuar
relasi antara pelaku dan korban menjadi lebih
baik akan membuat korban lebihmerasa nyaman
dan mengurangi atau bahkan menghilangkan
ketakutannya pada pelaku.* Hasil penelitian
sebelumnya juga menunjukkan bahwa pelaku
vang sudah melalui proses restorative justice

akan lebih suka membayar restitusi secara
penuh daripada harus dipenjarakan.*®

sekitarnya. Restorative justice tidak hanga
merestorasi pelaku dan korban, tetapi 4ug@
menyembuhkan pengaruh buruk yang dlrﬂﬁk,a“gﬁ
komunitas. Tindak pidana sering’™ hgnva
dihubungkan dengan dengan masal%%pdwdu
pelaku yang berhadap-hadapan déﬁgan orban
dan negara Faktanya, masvara,!;ag,,s%ka! ingnya
sering merasakan akibat bur‘iguwﬁn ak pidana

yang dilakukan pelalgf—%bagﬁmana nasib

korban yang sering terﬁha;ka_n_‘dalam konsep
retributive justicej, suara k&”rnunltas bahkan
tidak terwakili dafﬁn konsep retributive

‘|I .l‘r-\‘.ri
) {fr

i
2

_\}'l

o
A,
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justice tersebut. Program perdamaia‘%@%ang
menjadi icon restorative justice diﬁaﬁapiﬁi!
akan menjamin keselamatan, kea'@;anan%dan
keharmonisan masyarakat ter paﬂ’l

Manfaat ketiga adalah m&gg gi Jumiah
narapidana dan reswlwﬁ’ Mésklpun bukan
menjadi  tujuan utan_]g. re orative  justice,
namun penelitian sﬁelmﬁ ;'nenun;ukkan
bahwa salah satu efek dﬁtl\,@sa bahagia yang
didapat dari pelaksanaan program restorative
justive ternyata ri;engga;‘ngl jumlah residivis
secara Slgnlﬁkﬁﬂ% - J

Manfgat “"kgen:%at adalah menghemat
biaya dﬁp waicxu S§Pierrera|:=an restorative justice
memh;;till bla',ra dan waktu yang lebih
sedlklt ﬁ@aﬂdlngkan proses criminal justice
vam’E k‘ﬁgvensnonal misalnya berkurangnya

dunm penghuni penjara akibat penerapan

%
Manfaat kedua adalah bagi komunitass., '

ref’bamnve justice akan mengurangi anggaran
hegara untuk membiayai kebutuhan minimum

tin*nereka dipenjara. Departemen Hukum dan

HAM Indonesia pernah dilaporkan perusahaan
catering karena menunggak pembayaran dalam
jumlah yang cukup banyak pada perusahaan
penyedia makanan untuk para penghuni
penjara tersebut. Keterbatasan jumlah dan
fasilitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
yang jauh di bawah standar intrenasional yang
banyak menjadi sorotan juga sedikit bisa teratasi
dengan adanya alternatif lain yang lebih baik
dari pemenjaraan.

B Lucy Chn@_ﬁar{ﬁﬁs "Restorative Justice: The Attempt To Rehabilitate Criminal Offenders and Victims”, 2

brett & William Bradshaw, "Victim Experience of Meeting Adult vs. Juvenile Offenders: A Cross-

¢ W Sherman, dkk, "Effects of Face-to-Face Restorative Justice on Victims of Crime in Four Ran- domized

Charlesfon L'Rev. 923, (2008): 929.
% Mark S,
Nathqa parison”, 61 Fed. Probation 33, (1997): 34
" [.awere
:_l?:{CdﬁW ’I‘rlals 1 J. Experimental Criminology 367, (2005): 370.

lsf:upher[) Lee, Op.Cit., hlm. 531.
" llb

ol B’ermett Burkemper dkk, * Restorative Justice in Missouri's Juvenile Sistem”, 63 |. Mo. B. 128, (2007): 129,
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b. Legislasi akan  menghapuskan  atau
mengurangi hambatan sistematis penerapan
restorative justice

Legislasi atau otorisasi perundang-undangan
akan mendorong aparat penegak hukum untuk
menerapkan restorative justice tanpa takut
bahwa mereka tidak memiliki otoritas atau
didakwa telah melakukan sesuatu yang tidak
sah. Di samping itu, dengan diundangkan
secara resmi dan diketahui publik maka tidak
hanya aparat penegak hukum tetapi keluarga,
atau komunitas sekeliling dapat berinisiatif
mengusulkan penggunaan program restorative

justice
Dalamberbagaikasus, legislasijugadigunakan
untuk  mengatasi hambatan  sistematik,

khususnya terkait kurang tersedianya variasi
program restorative justice. The Minnesota
Community Correctional Services Act misalnya
menetapkan bahwa
[prosecutor] shall establish a pre-trial d.-vem?n

%

"every county attornépu, menjammkredlbllltas dukungan dan konsistensi

Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013

proceedings adalah upaya terakhir apab?ﬁ:];%
ada alternatif lain yang tersedia. Dlﬁiﬁ*ﬁ‘i

perlu dicantumkam pula prinsip véhg menggkm
kepentingan pelaku dan korban%ﬁeqla‘gé‘i@ntoh
misalnya dalam restorative J%st‘fé‘@,’geradllan
anak ditekankan pentingnys mémblarkan anak
tetap dalam komunltasuyayaﬁ‘é%gkutl larangan

(dengan perkecuallan}ﬁr;#?ﬁﬁmn anak sampai
keluarga mereka melaku "anagfrtemuan.“
,@;,

Legislasi dlpeﬂu\ﬁjeagﬁuntuk menciptakan
mekanlsm@_sv'ﬁng rﬁ'e;wédlakan panduan dan
struktyr pvhg\am ‘restoratif

Legisi,aﬂ **ﬂapﬁ menciptakan mekanisme
yang nﬁn%akan panduan beserta struktur
dalam rapan program restorative justice,
maf”aﬁnh‘an pentingnya program dan menjamin

gro% pelaksanaan program berjalan sesuai
tujtia_nnva Di samping itu legislasi juga dapat

“pelaksanaan program restorative justice.>*

program for offenders.?* of o’ j‘f
effﬁ?__ : e. Legislasi diperlukan untuk menjamin
¢. Legislasi diperlukan untuk el lsan"" perlindungan hak pelaku dan korban yang
dorongan  hukum  (legal .-gg'uisgment} berpartisipasi dalam restorative programs
penggunaan restorative Jusnce- B Masalah procedural peradilan pidana
Dorongan hukum yang di Jcstﬁf' di sini ditanggalkan ketika para peserta menyetujui
bukan sekedar menghapui, ﬂ?‘hambatan berpartisipasi dalam program restorative justice.
hukum  atau msterg‘ ‘E’é;g* p program Namun demikian, HAM fundamental dari

'3’

ong (encourages)

restorative, tetapi mer
atau memaksa ﬁgggambll keputusan yang
terbiasa mengabalkan ‘&gromrwe justice untuk
menggunakannya. Haﬁ" idapatdilakukandengan
mencantumkamgp#sa bahwa sepanjang tidak
bertentangangdeng%n public interest, criminal

>

para peserta justru sering terabaikan. Legislasi
restorative justice dapat melindungi hak-hak
fundamental tersebut dengan cara menetapkan
panduan yang mengatur seleksi kasus untuk
diversi, menetapkan kewajiban pengawasan
proses dan hasil program restorative justice;

@-“.
‘i‘r\\
LY %Tg
“13\.
0
%i%—b]) =
\% , hlm. 59.
% Ibidy him. 60,
% fbid., him. 62.

W Van Ness, dan Pat Nolan, , "Legislating for Restorative Justice”, 10 Regent U. L. Rev. 53, (1998): 58.
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serta menyediakan mekanisme judicial review
ketika salah satu pihak keberatan dengan hasil
yang dicapai®®.

Legislasi diperlukan untuk memberikan
rangkaian prinsip panduan dan mekanisme
kewajiban pengawasan program

Program restorative diterapkan untuk
merefleksikan prinsip dan nilai-nilai restorative
justice. Legislasi akan memberikan prinsip-
prinsip panduan dan mekanisme pengawasan
sehingga program benar-benar terwujud
dengan baik tidak sekedar angan-angan. Draft
Community Justice Services Act (CISA) negara

bagian Minnesota misalnya menegaskan
bahwa:
...the state official responsible for

i

implementation of the CISA to develop
outcome measurements that would enable
assessment of whether the goals of the oct
{public protection, enforcing juvenile justice “
orders, assisting the offender to change, .
aiding victim restoration, and muo."umg &
the community)
accomplished.

%
W)

=i

were actually beidg =

N

o

Contoh legislasi lain adalah dlten;wkah d@lam
The New Zealand Children, Young ﬂi'-‘erscghs and
Their Families Act of 1989 wn‘? melebkan
koordinator Youth Jusnge m&@h;{m laporan
tertulis tentang kepuuﬁsa?}rmggmendam dan
rencana anferenm kelomﬁ?&k_ keluarga. Catatan
ini dikumpulkan dl*ﬁgpgadllan negeri terdekat
(district court) ﬂg;]ga]'h tempat konferensi
dilangsungkan dain ﬁem’udlan didiseminasikan.
Regular Monff&ﬁﬁvg ITarus senantiasa dilakukan
untuk dapat?ﬁgmberlkan evaluasi program.®®

b

,l;'
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E. Penutup
1. Kesimpulan

HukurnHAMlnternasmnaltelahme‘mbeﬁkan
prinsip-prinsip  panduan I}agia penerapan
restorative justice. Pandl.}gh“’ihl nﬂak hanya
untuk peradilan juvenile ﬁa tmdak pidana
ringan, tetapi juga tlngr/ﬁ‘i:ﬁgana yang dilakukan
orang dewasa serta Bﬁljﬁg ran HAM berat
yang disponsori Negara. “Hal ini merupakan
rekonseptualisasi | *E‘Srn;sep restorative justice
yang sebelumn:ga ?&e&ﬁk Bengan penyelesaian
di luar pengapllanﬁ:a.mtuk kasus juvenile dan
tindak, pldaga ‘fingan. Terkait tindak pidana
yang d:lﬁhukéﬁ“ orang dewasa, Tokyo Rules
membe_g\kanﬂ* prinsip-prinsip  panduan yang
mqu@d; Rﬁ‘?ﬁponen kunci peradillan restoratif.

- Beﬁgrapa komponen kunci vyang dimaksud

w

éﬂtara’ lain adalah seleksi, pelatihan, dan
ﬁsemﬁkam fasilitator; Screening process pelaku

-r

"FﬁEn korban untuk menentukan apakah mereka

memenuhi syarat (efigible) untuk berpartisipasi
dalam program restorative justice; kapan
program restoragtive justice dapat dilakukan;
tipe atau bentuk program; dan ruang lingkup
penerapan restorative justice. Perkembangan
bentuk konsep
restorative justice di masyarakat internasional
juga memunculkan konsep hybrid restorative
justice yang menggabungkan

dalam rekonseptualisasi

traditional
criminal justice dan classical restorative justice
dan dianggap bisa mengatasi kelemahan yang
ada pada classical restorative justice.

Indonesia memiliki
kecuali
peradilan anak, oleh karenanya hampir semua
tindak pidana di Indonesia berakhir dengan

belum legislasi

restorative  justice untuk sistem

E. Bloch, Op.Cit., him. 209,

Daniel W. Van Ness, dan Pat Nolan, Loc.Cit.
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pemenjaraan. Beberapa argumen pentingnya
legislasi restorative justice di Indonesia adalah
pertama, restarative justice banyak memberikan
manfaat; kedua, legislasi akan menghapuskan
atau  mengurangi  hambatan  sistematis
penerapan restorative justice; ketiga, legislasi
akan memberikan legal inducement penerapan
restorative justice; keempat, legislasi akan
menyediakan panduan pelaksanaan, struktur
dan pengawasan program restoratif; dan kelima,
legislasi akan lebih menjamin perlindungan hak
pelaku dan korban yang berpartisipasi dalam
restorative programs.

2. Saran

Sangat urgent bagi pemerintah untuk mere-
konseptualisasi dan melegislasikan restorative
justice agar supaya teori atau konsep ini tidak

senantiasa hanya menjadi wacana tetapi

memiliki dasar hukum dan dapat diterapkﬁ?‘%‘_,_ 3
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".<_
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